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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah:

bahwa kebijakan pajak dacrah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
kemandirian daerah, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara
berdaya guna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi
masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35(2), Pasal
40 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 50 ayat (2),Pasal 55 ayat (4), Pasal
60 ayat (2), Pasal 65 ayat (2) , Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (2 )
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatas perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata
Cara Pidana Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun
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1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, tambahan
Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 4740 )

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686 ), scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 353,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
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Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan L.embaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tentang Badan
atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tentang Badan
atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TENTANG PAJAK DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai
Peraturan Perundang-Undangan.

Pajak Dacrah, selanjutnya discbut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

10. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
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. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian

yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang

digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan

pengolahan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan

sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral
dan batubara.

Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung wallet.

Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap
haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,
beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ pembayaran
Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat
Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak., besarnya sanksi
administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak
karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat

Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.

46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat
pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
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Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis,kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
vang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode tahun pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan,
menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/ atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.

BABII
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama :
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Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel:

Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap ~penyelenggaraan Hiburan;

Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame;

Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan ienaga listrik;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan Parkir;

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet;



j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut Pajak atas setiap
kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan:dan

L. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas setiap perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Pasal 3

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran,
termasuk jasa penginapan peristirahatan yang dipungut bayaran, mencakup hotel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar,
termasuk jasa penunjang scbagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, yang
disediakan atau dikelola Hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diseclenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah:

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan
panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran
kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal §
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada Hotel.

Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
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Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.
Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Pasal 8
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan,
cafetaria, kantin, warung, bar, catering, jasa boga, cepat saji, dan atau suatu usaha
yang menyiapkan ruang tertentu untuk penjualan makanan dan minuman dan
melakukan pembayaran.
Pelayanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pefayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat
pelayanan maupun di tempat lain.
Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan.

Pasal 9
Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari Restoran sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1).
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran
sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima Restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut :

a. Nilai Penjualan di atas Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) perbulan sampai dengan
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sebesar 5% (lima persen):dan

b. Nilai Penjualan di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sebesar
10% (sepuluh persen).



Pasal 12
(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif’
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Pasal 13
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. tontonan film;
. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
. pameran;
. sirkus, akrobat, dan sulap;
. permainan bilyar, futsal, golf dan bowling;
. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
. pijat refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
pertandingan olahraga.

oD Mo A0 o

Pasal 14
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Hiburan.

Pasal 15
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat
2).
(2) Jumah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga dan tiket cuma-cuma, undangan yang diberikan kepada penerima jasa
Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(2) Khusus untuk Hiburan berupa :

a. Pagelaran busana ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
Kontes kecantikan ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
Karaoke ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen):dan
Mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

o a0 o
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Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 17

11} Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
- schagaimana dimaksud pada Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan
diselenggarakan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 18

1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

12) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

2. Reklame Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;

b. Reklame Kain;

¢. Reklame melekat, stiker;

d. Reklame selebaran;

<. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

£ Reklame udara;

2. Reklame apung;

h. Reklame suara;

i. Reklame film/slide;dan

J- Reklame peragaan.

13) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi
untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

©. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat
usaha profesi disclenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama
pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah.

Pasal 19

1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
sebagaimana tersebut Pasal 18 ayat (2).

12} Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
Reklame sebagaimana tersebut Pasal 18 ayat (2).
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13) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau
Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

~4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut

menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20

1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
13) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan

ukuran media Reklame.

4} Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui
dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan
fakior-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

15) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
mengalikan jumlah reklame dengan harga dasar pengenaan reklame dengan
memperhatikan fakto-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).

Harga dasar pengenaan reklame sebagai mana di maksud ayat (5) di tetapkan oleh
Bupati.

(7)1-1::;;;n perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (3), di tetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 22
(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut
diselenggarakan..

Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23
(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh
pembangkit listrik.
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :
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2 penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah;

5. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal baik; dan

. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas maksimal 200
KVA yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24
(1) Subjek Pajak Pencrangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
menggunakan tenaga listrik .
(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
tenaga listrik.
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan
adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 25
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

2. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual
Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian
listrik, dan harga satuan yang berlaku dalam Daerah.

Pasal 26
(1) Tarif Pajak Pencrangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi
dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan
tenaga listrik.

(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan.
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Bagian Keenam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 28

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral
Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

EEERNBIRE IRV RIS E P PRAB IR FT PO RARO TP

asbes;

batu tulis;

batu setengah permata;
batu kapur;

batu apung;

batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;

garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips:

kalsit;

kaolin;

leusit;

magnesit;

mika;

marmer;

nitrat;

obsidian;

oker;

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;

phospa

talk;

. tanah serap (fullers earth);
. tanah diatome;

. tanah liat

. tawas (alum);

. tras;

. yarosit;

. zeolit;

basal;
trakkit; dan
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&k Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :

2. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan

dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial,

Pasal 29
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Loogam dan Batuan.
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 30

1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing
Jjenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

13 Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di
lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

14) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar vang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31
if Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
).

Pasal 32

Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
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Bagian Ketujuh
Pajak Parkir

Pasal 33

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik

vang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

= penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri; dan

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara
asing dengan asas timbal balik.

Pasal 34

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir
kendaraan bermotor.

12) Wajib pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat
Parkir.

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa
Parkir.

Pasal 36
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilyah dacrah tempat Parkir berlokasi.

Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah

Pasal 38
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
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Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan
rakyat, serta peribadatan.

Pasal 39
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolchan Air Tanah.

12) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-

faktor berikut :

2. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

¢. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.

13) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasaldl
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal42

1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasald4] dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal40 ayat (1).

12} Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal43

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan

Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
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Pasald4
| Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 45
Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku
di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 46
Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47
) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

bangunan yang dimiliki, dikuasai. dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :

2. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,
dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan
tersebut;

b. jalan tol;

¢. kolam renang;

d. pagar mewah;

¢. tempat olahraga;

£ galangan kapal dermaga;

2. taman mewah;

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. menara.
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| Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek pajak yang :

= digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah
untuk penyelenggaraan pemerintahan;

5 digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

< digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

< merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani
suatu hak:

= digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik; dan

£ digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Besamnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 49
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau
Badan secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat
ztas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Pasal50
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)
tzhun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
perkembangan wilayahnya.
Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Bupati. '

Pasal51

=rif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

2. Untuk NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)sebesar 0,1% (nol
koma satu persen).

5. Untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas sebesar 0.2% ( nol

koma dua persen).
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Pasal52
pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan dasar
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 setelah dikurangi Nilai Jual Objek
52k Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 48ayat 4).

Pasal 53
Tahun Pajak adalah jangka waktu | (satu) tahun Kalender.
Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada
tanggal 1 Januari.
Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal54

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
12 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada
Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 55

1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Bupati menerbitkan Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

2) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal

sebagai berikut :

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal54
ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh
Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesebelas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 56
(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. pemindahan hak karena :

1. jual beli;

2. tukar menukar;

3. hibah:
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hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan pengalihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap:
10. penggabunghan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak: atau
2. diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat () adalah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
¢. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
¢. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan
(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah objek pajak yang diperoleh :
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pejaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;
¢. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain
dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

© N ot s

Pasal 57
(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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! Pasal 58
© 1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan
Objek Pajak.
12 Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;

. hibah adalah nilai pasar;

. hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

- peralihan hak karena pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pefepasan hak adalah nilai

pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam

risalah lelang.

3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

%) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum ditetapkan pada saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

1) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diperolch di Kantor Pelayanan Pajak dan Instansi berwenang.

%) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan
sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

7} Besarnya nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena
waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- T om0 @6
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Pasal 59
‘Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
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Pasal60

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
- @yat (4) atau Pasal 58 ayat (5).

2\ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah
<acrah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 61

Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan

untuk:

2. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

©. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

<. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

<. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e waris adalah adalah sejak yang bersangkutan mendaftrakan peralihan haknya
kekantor bidang pertanahan;

£ pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;

2 pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

5. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap:

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak
tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

J- pemberian hak baru di luar pelepasan adalah sejak tanggal diterbitkannya
keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

1. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m.pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

0. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana

vang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.




- Scpala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah

- W 2iib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

' Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah

pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti

bayaran pajak.

Pasal 63

Pejzbat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
‘clang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tangeal 10 (sepuluh)
Bulan berikutnya.

| Sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur
 kebih fanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

| Fejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
Iclang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal62 ayat
1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00
(ujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

- Pecjabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan
‘elang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal63 ayat
(1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus
tima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
czlam Pasal62 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB Il
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 65

1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

=) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan
pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

3 Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati
dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis
dan nota perhitungan.
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% 2iib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib membayar terutang
SPPT.

Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
akan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

Pajak BPHTB wajib menghitung dan membayar pajak yang terutang

menggunakan SSPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Kepada Bupati atau pejabat

yang ditunjik sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada

~=y=t (3) adalah:

2 Pajak Air Tanah;

5. Pajak Reklame;

<. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

is pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (5)

;

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Sarang Burung Walet;

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

s an gy

Pasal 66

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya'pajak, Bupati dapat

- menerbitkan :

2. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang

tidak atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 hari kerja

dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

secara jabatan.

5. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum temngkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. :

<. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf'a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif befupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yalmg kurang atau terlambat

-~
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divavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

¥enaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Pasal 67

1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB,
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (3) dan ayat (5) diatur
dengan Peraturan Bupati.

12} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau

dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal66 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 68
1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
b. Dari hasil penelitan SPTPD, SPOP terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui
STPD.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 69
Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan khusus
PBB Perdesaan dan Perkotaan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT oleh Wajib Pajak.
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
Jangka waktu paling lama | (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 70
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 71
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :
a. SPPT:
b. SKPD;
¢. SKPDKB;
d. SKPDKBT:
¢. SKPDLB;
f. SKPDN; dan
2. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-

undangan perpajakan daerah.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.
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cberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Lecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

K eberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah
sang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),
@vat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda
- bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 72

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat
keheratan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai

dengan I(satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

Pasal 74

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan scbagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Jjumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.



(1)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak vang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan,

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 75

Atas permohonan Wajib Pajak atau karcna jabatannya, Bupati dapat membetulkan
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB vang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalah hitung dan/ atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Bupatidapat :

& Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

¢. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

€. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau psmbatalan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 76

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.
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12} Bupatidalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan

Bupatitidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran

Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

14} Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang

Pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKPDLB.

Jika pengembalian keiebihan pembayaran pajak dilakukan setefah lewat 2 (dua) bulan,

Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

71 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABYV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 77

1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabilaWajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

21 Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

2. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
3} Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
avat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.

%) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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Pasal 78
| Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2, Bupatimenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
31 Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 79

1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

1) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 80

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

121 Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang
terutang;

b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 81

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) dilakukan oleh Dinas/Instansi yang
menangani Perpajakan, Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan
Bupati.
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BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 82

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberi insentif atas dasar
pencapaian Kinerja tertentu.

Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Pajak
Daerah dalam tahun anggaran berkenan untuk setiap jenis Pajak Daerah.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dan besaran insentif
sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 83

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang

ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-

undangan perpajakan daerah. -

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan;

b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2). untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
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Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BABIX
PENYIDIKAN

Pasali 84

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti
tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

Menghentikan penyidikan; dan/atau
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
oenyidikan  dan  menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republikindonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
schingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
fama | (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumilah pajak
ferutang yang tidak atau kurang bayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
‘ama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
ferutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 86

pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu
) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya
Pajak yang bersangkutan.

Pasal 87

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
Sanyak 3 (tiga) kali jumlah terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sclain pidana dimaksud ayat (1), wajib pajak dapat dikenakan sanksi adminstrasi
Serupa pencabutan izin usaha danfatau pemasangan tanda pada obyek pajak yang
Sentuk dan tata cara pemasangannya ditetapkan Bupati

Pasal 88

Fejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olch Bupati yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat



2

3)

&)

(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama | (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pcjabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagai mana dimaksud pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib
Pajak , karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 89

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal87,danPasal 88
ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan :

Peraturan Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 01 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun {998 Tentang Pajak
Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 02 Seri A) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 03 Seri A) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun
2003 Nomor 68) ; dan/atau

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

2. Peraturan Dacrah sebagaimana dimaksud Pasal90 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi; dan

b. Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 16 Februari 2011

BUPATI LIMA PULUH KOTA
dto

ALIS MARAJO

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto

Drs. RESMAN. M.Pd, MH
NIP.19610827 198403 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2011 NOMOR 8
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK DAERAH

1. PENJELASAN UMUM

Berlakunya Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah memberi konsekuensi logis dan yuridis terhadap berbagai Pajak
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selama ini telah ditetapkan dan dipungut
berdasarkan :

|. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 01 Seri A) ;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran
(L.embaran Daerah Tahun 1998 Nomor 02 Seri A) ;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Tahun 1998 Nomor 03 Seri A) ;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 68):
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 7).

14

il

-

A

Penetapan Peraturan Daerah tersebut masih didasarkan pada Undang -
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dalam Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dengan
pemberlakuan Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka sesuai dengan maksud Pasal 180 ayat (2) semua Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-undang
ini. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang
mengatur tentang Pajak Daerah pelu segera diganti dan disesuaikan.

Ada beberapa jenis Pajak baru yang dibolehkan dan diberikan kewenangan
pemungutannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu ; Bea Peroichan Hak atas
Tanah dan Bangunan; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Air Tanah; dan Pajak Bumi
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dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.Demikian pula dengan adanya perubahan
Nomenklatur Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C berubah menjadi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan penambahan beberapa jenis objek pungutan
dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan. Kewenangan pemungutan dan
penetapan Pajak Daerah yang baru ini disamping bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah juga memberikan batasan yang tegas dan jelas mengenai jenis dan
besaran tarif Pajak Daerah yang boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini disamping bertujuan untuk menciptakan legalitas dan
kepastian hukum (rechizekerheid) dalam pemungutan Pajak Daerah juga bertujuan
sebagai landasan yuridis dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu Peraturan Daerah
ini  menerapkan  prinsip-prinsip  efektifitas, efisiensi dan  menghindari
terciptanyaekonomi biaya tinggi dalam pemungutannya.

ILPENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin
usahanya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.




Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah
hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan
diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan
masyarakat.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.
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Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35



Avat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 4]
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas,

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang
digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah
yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan
hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
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Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Hurufa
Cukup Jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani
kepentingan umum, dan dinyatakan tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk
pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf ¢
Cukup Jelas,
Hurufd
Cukup Jelas.
Hurufe
Cukup Jelas.
Huruf f
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan /metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang
dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak objek tersebut.

c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produk objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah

tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP

yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
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Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu
dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Contoh :
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :
e Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp 300.000,00/m2;
e Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2;
e Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 50.000,00/m2;
o Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp
175.000.00/m2.
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 800 x Rp 300.000,00 = Rp 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
a. Rumah dan Garasi
400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00
b. Taman
200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00
c. Pagar
(120 x 1.5 ) x Rp 175.000,00 = Rp 31.500.000.00 +
Total NJOP Bangunan Rp 181.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 10.000.000.00 -

Nilai Jual bangunan Kena Pajak
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah 0.1%
5. PBB terutang: 0,1% x Rp 411.500.000,00

. Pasal 53
Cukup Jelas

- Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

perkotaan.

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Rp 171.500.000.00 +
Rp 411.500.000,00

Rp 411.500.00

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan




Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Contoh :
Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak =  Rp 60.000.000.00 +
Nilai Perolehan Objek Kena Pajak = Rp 5.000.000,00
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp 5.000.000,00 =  Rp 250.000,00

Pasal 61
Cukup Jelas

- Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang
ditanda tangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

- Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65

Avat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati
atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Cara Pertama, pajak dibayar olch Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan
oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Cara Kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan
SPTPD.

Ayat (3)
Cukup Jelas




Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri,
diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/ atau
SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 66
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang di bayar
sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu
yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena
ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan

SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus — kasus tertentu,

dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata — nyata

atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau
kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009.
Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan
SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat
menerbitkan SKPDKB atau pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam
Jjangka waktu paling lama § (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan
SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang
bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi
administratif.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan
SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah
pajak yang terutang ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,
Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.
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Huruf a
Angka 1)
Cukup Jelas
Angka 2)
Cukup Jelas
Angka 3)
Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara Jjabatan”adalah
penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan
lain yang ditunjuk.
Huruf'b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas

Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memecnuhi
kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang
tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak
saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKRB.

Avat (3)

Oadlam bal wL Wais R Sane SN e PRIPHRRATTY D
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data
baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil
pemeriksaan schingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib
Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Avat (4)

Coyp by

Aval (37

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka a angka 3), yaitu Wajib Pajak

tidak mengisi SPTPD yang scharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui
penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
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bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Avat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf ¢
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan
pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai
atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
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Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk
menjadi bahan evaluasi.

Pasal 82

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah
dinas/badan/kantor yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan
pajak daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemberian insentif dilaksanakan apabila anggarannya tersedia dalam APBD.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.



Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2011 NOMOR
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Menimbang

Mengingat:

BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

a.

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 63 ayat (2), 67 ayat (1) , 69
ayat (4) dan pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepottisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



HENY

o

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 589,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Serta Penyampaiannya.

13, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puiuh Kota Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Sistern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota.(Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 39).
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- D=2m Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini yang dimaksud dengan:

b, W

i

PN

10,

E 11

14.

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai
Peraturan Perundang-Undangan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPPKAD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperfuan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi fainnya, Lembaga dan bentuk Badan
lzinnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah Nilai transaksi
yang terjadi pada saat pemindahan hak atas tanah atau bangunan.

Nilai Peroleh Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah
Batas tidak kena pajak yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan berlaku.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan.

- Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



15 Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
~_ menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- %5 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
~ menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung
Jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja
SKPD

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran
SPHTB terutang dari Wajib Pajak.
Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang
menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau
Bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,
surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB,
2dalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk melakukan pembayaran
=%=u penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
~ bangunan. :

= Akia Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Waijib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

% Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang
harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea
- Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

=) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 2 prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
5. prosedur pembayaran BPHTB;

= prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);

<. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
£ prosedur pelaporan BPHTB;

- . prosedur penagihan ; dan

E 2. prosedur pengurangan.



(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan
akta pemindahan hak atas tanah danfatau bangunan sekaligus penghitungan besar
BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah
prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas
kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke
Kepala Badan Pertanahan Nasional dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB
dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan
Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang
dilakukan oleh DPPKAD.

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
DPPKAD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan
interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam
proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk
mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan
laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.




BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4
(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui |
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat lelang sesuai peraturan
perundangan.
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak
yang haknya dialihkan.

" (3) Setiap pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, harus diketahui/mendapat Surat "
. Keterangan/Rekomendasi dari wali nagari lokasi objek pajak tersebut.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan f
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati |
ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Sistem pemungutan BPHTB pada perinsipnya menganut sistem "Self Assessment”
artinya wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak
yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. )

(2) Waijib -Pajak- melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat

(_Setoran Pajak Daerah BPHTB. .
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Waijib Pajak melalui
Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada SKPKD.
(4) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTE

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BP| wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pemeriksaan lapangan.

(%) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran 111 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

- (1) Waijib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak
- atas Tanah kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh
Kota.

(2) DPPKAD dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak

{3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1V yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9
1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan
SPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 10

1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-
dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.



(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

'{3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh
Wajib Pajak. )

(2) Prosedur penagihan sebagaimana di ud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daera (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayap,(SfKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

- (3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperiukan.

 (4) Tata cara penagihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Waijib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan untuk ditefiti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

{3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB IV
FASILITASI

Pasal 13
(1). Kepala DPPKAD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupat; ini.

(2). Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,

menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi
untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Sarilamak
: 28 Februari 2011

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ALIS MARAJO




"fLampiran 1]

"ROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS

AH DAN/ATAU BANGUNAN

2.

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan

merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal
penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
sziaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang

menyiapkan form SSPD BPHTB dan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah
can/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran

dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait
objek pajak di Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima
Puluh Kota.

PIHAK TERKAIT

Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak
menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan
daerah, yang secara organisasi adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan
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Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD
berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB

terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Dalam prosedur ini PPAT bertugas

dan berwenang untuk:

- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN);

- Mmenyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
dan

4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota menyediakan data yang dibutuhkan
PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. /
Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas
t2nah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat Ml
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada
dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung
fainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan“

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan/

Lampiran ! 2



permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung
terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan
dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib
Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika
dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan
permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
¥abupaten Lima Puluh Kota menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk
melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Badan Pertanahan Nasional
menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4
PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
(8PN) Kabupaten Lima Puluh Kota. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data
objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas
f2nah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika diperlukan, PPAT
Sapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

- Langkah 5
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
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~S2ngunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft
%%z Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6

- Serdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran
#=2k Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Aset Daerah.

2ngkah 7
S=t2iah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka
menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek
S22k dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah
3. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu
—=nandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah
S merupakan surat yang oleh Waijib Pajak digunakan untuk melakukan
=TDayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
v=7c ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data
s=rolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
S=rciri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:
Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
> Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
~ Lembar 3:
Untuk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lampiran
permohonan pendaftaran.
~ Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.
Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

-
-3

‘l

Y
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Langkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada
Wajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari
PPAT.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lemeer 1
( SSPD-BPHTB Uik Wb Pajak
BERFUNGSI SEBAGAT SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAR
PAJAK BUM! DAN EANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERHATIAN . Bacalsh juk pengisian halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A 1. Nama Wajib Pajak FER
2. NPWP | |-
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Nagar 5. Jorong : ... 6. Ki 1:
7. Kabupaten: LIMA PULUH KOTA 8.kadePos : [ | | | 1[]
s 1. nNemorobjekPaakvoripee:: | | | [ [ [T T ] CTT] T CT T 10
2. Letak Tanah atau Bangunan S s
3. Kelurahan/Nagari : s 4. RTIRWIJOTONG © ...covcvmnnnnnennnnicinini
5. Kecamatan D g oS R S TR “ 6. Kabupaten : LIMAPULUHKOTA
Penghitungan NJOP PBB
: Luas NJOP PBEM2
Uraian { O isé Jsws tarah atau bangunan) ( Di % berdmarkan ST PBS Luas x NJOP PBEM2
Seseoieh) tstun terjsdinys perienan EGTahUN |
Tanah (Bumi) i m2 S Rp 11.|Rp. Angha T xangka 9
Bangunan | R 10 RP. -eoeeeeceeieeeer s 12.|Rp. - Angks B x sages 40
13.Rp. i Angka 11+ anghs 12
14 Harga transaksi/Nilai pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan [ |
16. Nomor Sertifikasi -
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA {Ro.
O PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya di isi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B13, B14 dan C 1% Rp .
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C 2 > Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3P Rp
4 BeaPmohanHakahsTanshdemgmanEmte_nm 5 %x angka 3 4> Rp ..

£ Jumian Setoran bardasarkan ©
3. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTBISKPDE KURANG BAYAR/SKPDR

KURANG BAYAR TAMBAHAN®) Nomor - Tempat :
€. Pengurangan dihitung sendirl menjadi ED% Berdasar Peraturan Bupati NOMOF - ................. ...
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka)
(verdasarkan perhitungan D4 dan pllihan di E
) Corel yang tidak perfu
IR . RESSaRTn DITERIMA OLEH:
WAJIB PAJAKPENYETOR PPATINOTARIS

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB | DINAS PENDAPATAN PENGELO!
s AN KEUANGAN & ASET DAERAH
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
( SSPD-BPHTB) Ut PRATAG e
BERFUNGS!I SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJFK PAJAK sebagai srsip
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PEB)

DANAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERHATIAN : Bacalsh sisn halaman lember i teriebih dzhulu

A 1. Nama Wajib Pajak E#

NPWP EH

. Alamat Wajib Pajak 4
. Nagari : 5.Jorong ;... 6. Ki

Kabupaten: LIMAPULUH KOTA 8. Kode Pos : l I I | ID

NoALN

t. Nemerotjek pajakvoryees s [ T 1 [T [T1] [T17 [T CLIT][]
2. Letak Tanah atau Bangunan 2w
3. Kelurahan/Nagari - 4. RT/RW/Jareng :
5. Kecamatan & 6. Kabupaten - LIMA PULUH KOTA
Penghitungan NJOP PBB
Luas NJOP PBBM2
Uraian (O It 4 19n8h 2tz cargunan {2 i bardasarkn SOT PR Luas x NJOP PEBMZ
Y35 haknya didersieh) Lahun 1e3diny= parsensn hak/Tahur )
Tanah (Bumi) T oo NS O B osasionnisaiin  h]Rp: A Angha T xmagias
Bangunan { ZOOIB At .m2 TOR R canpoeeoscomonerissipias 12 {Rp. __ Argia 8xangka 10
13.|Rp. Angpa 10 angha 12
14 Harga transaksi/Nilai pasar : (2. pee——
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16._Nomor Serifikasi :
C = AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA | Ro.

T PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya di isi berdasarkan penghitungan Waijib Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilal pada B13, B14 dan C TP R

2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nitai padaC 2% Rp ..

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak {NPOPKP) angkal-angkaz | 3 P Rp. ..

< _Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang S%xangkad IR
Jumish Setoran berdasarkan -

2. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDE KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN®) Nomor - Tempat
H C. Pengurangan ditviung sendiri menjadi m% Berdasar Peraturan BupatiNomor: ...

JUMLAH YANG DISETOR (dengan )
I RE. I

(perdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di £
“) Coret yang tidak periu

e ee O e MENGETAHUI:
WAJIB PAJAKPENYETOR PPATINOTARIS

Lampiran I 7




PETUNIUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

Eaemulic ini terdini darl & (enam) lembar, Lembar pertama diterima Waijib Pajak (WP) sebagal bukti pembayaraa; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketga ditenma
K=pals Kantor Bidsng Pertanahan Kabupaten/Kota; Lamber keempat diterima Fungsi Peiayanan mealul Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk;
dan Lember ke diteri d Peneri
\5ilah SSPD BPHTE Ini dengan huruf cetak kapital atau diketic.
Gunakan saty SSPO BPHTS untuk setiap setaran dan satap jenis hak atas tanah dan/; g
Formulic inl dapat | untuk 3tas suaty h € WP,
PENGISIAN:
A Dlisi dengan data WP
Angka 1 3.d angka 8 Cukup Jelas

i dengan data dan jenis I hak atas tanah dan stau bangunan
Angka 1 Diisl dengan Nomor Objek Pajsk (NOF) yang tercantum daiam SPPTPSS atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 25.d angka &  Disi dengan letak tansh dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 75.dangks 13 Merupsken tabel untuk it NIOP PEB ataz h dan/i b yang hakny: ieh
Pada kalom angka $ dan 10 agar disedutican Tahun SPPT PBE saat terfadinya perolehan
Datam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT P83 angka § dan angka 10 diisi berdasarkan surat

PBB yang Is Kantor Pelayanan PB8/KPP Pratama yang wilsysh
kerjanya meliputl letak h atas wr
Angks 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga i yoog datam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersabut,
Angks 15 ds kode Jenis hak atas h d sebagai berfkut:
Kode Janis Parolahan Hak Kode Senis Perclehan Hak Kode
shan Hak - Pemasukan dalam persercan fbadan hukum hinays 06 - Pamekaran Usaha 12
o1 = isshen hak Foath tin. - Hadiah 13
0z - Penunjukan pemberi dafam felang 07 - Perolehan hak Rumsh Sederhana Sehat dan RSS melaiul KPR 14
03 - Pelaksanaan pwiuzan  hakim yang mempunyal -] bersubsidi *)
04 kekuatan hukum tetap ] - Pembarian hak baru 15
s - Perggabungan usahs - Pemb hak baru ji hak 1%
- Pelebaran ussha i 3 berian hak bary alluar hak 17
31
*} Dalam hal Hak Rumah Sahat (Rs. dlatur calam Menten il Wilayah
Ne. 24/KPT5/M/2003 tentarg pengadaan dan h dengan duk Fasiitas Subsidi i i telah divbah dengan
dan Wilayah Ne. 20/KPTS/M/2004 da h S yang dilakukan melal
Rurnah bersubsidi (KPR Ssidi] yang mengscu pads rjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan
Texnis Fembargunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.

Dits: dengan akumulasi atas nifal-nilai perolehan hak yang pernzh diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angks ini, dapat digunskan lember tembahan untuk
menunjukkan datall parhitungan.

Dis dergan penghitungan Bea Perclenan a1as tanah dan Bangunan (SFHTS) cleh WP,
Dalam hal SSPD BPHTS untuk setaran B.SKBKBT i hury! D.b atau berdasarkan huru? D.d hunf C tidak periu diisi
Angkal Nial Perclehan Objek Pajak (NPOP) diis! dengan harga transaksi / nifal pasar objek pajak sabagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal

NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOF PBB maks NPOP dilsi dengan NIOP PBB sebagalmana huruf 8 sngks 13. Dsiam hal WP

yang bersangkutan permah menerima peralihan hak, mata angka NPOP Ini hanus memperti inl, jika I
belum pernah dikensi BPHTE maka NPOP dihitung sebagai panj; denga: il
Angka 2 Diisi sesual dengan besamya NFOPTKP untuk yang vang Kegals Deersh

(informasi menganal besarnya NPOPTKP dapat diparaieh melaiui DPPKAD setampat)
Angka 3 Cukup Jalas
Angka 4 Ditsi dengan hasd perkalian antara NPOPKP |angks 3) dengan tasif pajak sebesar 5% (sesual Pasal ... Perda No. . Tahun ...}

Diisi dengan memberi tanda “X* pada kotek yang sesuai dergan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf 8, |ika saroran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Hund b Jika seteran dilakukan tidak i i huruf € tetaps mangpunsken Surst Tagihan Bajak Daerah BRHTE (STRD), Surat Ketatapan
Bea Perolehan Hak 3tas Tanah dan Bangunan Kurang Sayar (SKBKB), ateu Surat Ketetapan Bea Farclehan Hak atas Tanah dan Bargunan Kumng
Bayar Tambahan {SKBKBT)

Hurufe Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatksn pengurangan dari jumiah yang seharusnya ada €i huruf C. Diisi dengan prosentase sesubi
dengan ketentuan yang berisku

Hundd. jika taedapat dasaz/ketentuan fain selain huruf a, hurof b, dan huref c seperti setoran SK SrUsan

irg/? lain yarg b jumiah pajak yang harus dibayar barbeda dengan yang tertera di HURUF .

SN LML PAJAK YANG DISETOR diisi mempaerhatikan HURUF O-4 dan pllihan pada HURUF E.

. Jika E-a dipilih, maka jumiah setoran menggunakan D4,

. k3 E-b dipilih, maka jumlah setoran se|umish nilai yang dinvatakan di £

. ka £-¢ dipilih, maka jumiah setoran menggunakan 0-4 dikalian dengan prosentase yang dinyatakan di E<
- Hika £ dipilih, maka jumlah fah nilal yang kan di €4

setoran tersebut diisl dengan angks (dalam kotek] dan huruf (pada bagian yang darsir).

Dalam hal BPHTS yang seherusnys terutang nihil (nol), maka WP tetap mangisi SSPD BPHTE dengan memberniksn keterangan “NIHIL® pada bagian JUMIAH
SETORAN, $SPD BPHTS nihil cukup diketshui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangan! kalom yang tefah disedikan (WP tidak periu ke Bank Yang Ditunjuk
Bendshars Penerimaan).
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Ditetapkan di : Sarilamak

Pada tanggal : R# fRbrwsr)Ze?!
BURATI LIMA PULUH KOTA

o

LALIS MARAJO'\7 ‘

»

| TELAH DITELITL | [#Lo
'\ BAGIAN BUKUM.| (/¢

L}

. S
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[ Lampiran II ]

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang
Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan
membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
berwenang untuk:
- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;
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- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian
sebagai berikut:

= Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak.
* Lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.
= Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran,
= Lembar 4:

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.
* Lembar5:

Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
= Lembar 6:

Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Waijib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan
BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.
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Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima
dari Wajib Pajak.

Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar
5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan. Waijib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu
permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar B
( SSPD-BPHTB) e S g s
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Juk/Bendh Peneama
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian halaman bel lembar ini terlebih dshuly

A

. Nama Waijib Pajak I I lj

NPWP

Alamat Wajib Pajak :
Nagari

. Kabupaten: LIMAPULUH KOTA ' . 8. Kode Pos : [ | 1110
- Nomorobjek Pajakvomypes < [ | | [T 1 [T 1] [T 11 [T11 BEEEE

. Letak Tanah atau Bangunan
. Kelurahan/Nagari

Penghitungan NJOP PBB

Uraian (D3 s

Nhaw N >

4. RT/RWlJorong : ...
6. Kabupaten

LN

Luas NJOP PBB/M2
( sPY

oty terfacinya perclehan hakTabun . )

Tanah (Bumi)

Bangunan . TR ) 10 Rp.

14 Harga transaksi/Nilai pasar : [ T,

15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16. Nomor Sertifikasi :
C. AKUMULASI NILA| PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA [re.
D. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya di isi berdasarkan penghitungan Waijib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B13, Bi4 dan C
2. Nilal Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak {NPOPTKP} memperhatikan nilai pada C
3. Nilal Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1- angka 2
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan yang terutang 5% x angka 3
E Jumish Seloran berdasarkan :
@. Penghitungan Wajb Pajak
b. STPD BPHTE/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDE

KURANG BAYAR TAMBAHAN") Nomor - Tempat :

Bc. Pengurangan dihitung sendin menjadi ED% Berdasar Peraturan Bupati Nomor : ...

JUMLAH YANG DISETOR (di n angka)
| Rp. |

{berdasarkan perhitungan D4 dan pilinan di E

*) Coret yang tidak periu
MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah divertfikas|
WAJIB PAJAKPENYETOR PPATNOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB | DINAS PENDAPATAN PENGELOLA
Tanggel. ........occcovvraran. AN KEUANGAN & ASET DAERAH
Nema lengkap dan tanda tangan Nama igkp,siemgel & tanda Nama igkp, 51 & fanda tangan Nama gk, stempel & tanda
Hanya diisi oleh
|petugas DPPKAD
S
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lemtar 6
SSPD-BPHTB Utk Bank yg st
BERFUNGSI SEBAGA! SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK juk/Bendh Fenerima
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERHATIAN : Bacalah pesunjuk pengisian pada halaman belakang lember ini terlebih dahulu

A 1. Nama Wajib Pajak l l I I
2. NPWP e
3. Alamat Wajib Pajak : .
4. Nagari : ... 5. Jorong : ....... 6. Kecamatan: ...
7. Kabupaten: LIMA PULUH KOTA 8.KodePos : [ | | | |[]
B 1. NemorotiekPaiskvorypes - [ ] [T ] [T 1] (1171 (11 CII110
2. Letak Tanah atau Bangunan & %
3. Kelurahan/Nagari 4. RTIRWMOrong © ..o
5. Kecamatan %44 6. Kabupaten : LIMA PULUH KOTA
Penghitungan NJOP PBB
Luas NJOP PBBM2
Uraian { O = (i Pas Luas x NJOP PBBMZ
Y3 N3K0y3 Slperedeh) tahun teqacinya perciehan bak/Tatn. |
Tanah (Bumi) b RSN LR 7 OO Y (- R Argks Tx angia 9
Bangunan 8, m2 10 Rp. suscass: 2R Angky Bx 3ngkz 40
13.|Rp. Angha 11v angka 12
14 Harga transaksi/Nilai pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16. Nomor Settifikasi :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA [ Rp.
D. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya di isi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B13, Bi4danC T Rpees
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilsi pada C 2™ Rp..
3. Nilai Perolenan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angkai-angka2 | 3 B Rp .
| 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4% Rp. ...

E  Jumiah Setoran berdasarkan :
a. Penghitungan Wajib Pajak
b, STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN") Nomer ; Tempat -

B C. Pengurangan dihitung sendiri menjadi D]% Berdasar Perasuran BupstiNomer = .

JUMLAH YANG DISETOR { a )
R;. I

(berdasarkan perhitungan D4 dan piliban di E

*) Coret yang tidak periu

CETARSi . RPN, MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah diverifikasi

WAJIB PAJAK/PENYETOR PPATINOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB |DINAS PENDAPATAN PENGELOLA|
Tanggal........ .o AN KEUANGAN & ASET DAERAH
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Ditetapkan di : Sarilamak

Pada tanggal : 2# ‘el
da tangg /Qé‘b“w

ATI LIMA PULUH KOTA

(/Aus MARAJO~

_____

| TELAH DITELITI | /Uy
BAGIAN HUKUM. | T
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[Lampiran III]

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
— BPHTB (SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang ditunjuk/
Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan
oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika semua
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan
akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak

yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan

berwenang dan bertugas untuk:
meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan
Informasi;

- memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak
yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
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- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah  BPHTB vyang telah

diverifikasi.
3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini

menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:
mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah
wewenangnya; dan

- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:
- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/
SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat
Izin Mengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam
hal transaksi waris.
Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu NPWP;
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB
(lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.
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Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan
mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data
& Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari
sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian
mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data
kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak
dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa
kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung
SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data &
Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan
untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian
lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan  dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi  Pelayanan
menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan mengarsip
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SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan
SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.
Langkah

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.
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CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lemser 4
( SSPD-BPHTB) Uniuk OPPKAD
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Dalam proses
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) Penelitian
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halsman belakang lembar ini terlebih dahuly
A 1. Nama Wajib Pajak | [ 1T
2. NPWP I S S
3. Alamat Wajib Pajak . e s
& Negwi o cosauisneesainan 5.J0rong : .....occecenarree 6. Kecamatan :
7. Kabupaten: LIMA PULUH KOTA 8.kodePos : [ | | | ][]
B 1. NomoroviexPaiskvopypee << [ [ ] [T [T 1] [T1] (111 [(TIT10J
2. Letak Tanah atau Bangunan 3 b
3. Kelurahan/Nagari - ... . 4. RT/RWAJOroNg © ....oooooooovoovin
5. Kecamatan R PR L N 6. Kabupaten : LIMAPULUHKOTA
Penghitungan NJOP PEB
A Luas NJOP PBBM2
Uraian | O i luas tanah stau bangunan) [0 o beviasarkan SOT Sas Luas x NJOP PBBM2
yig haknya diperokn ) tanun tenacing percishan hakTanun )
Tanah (Bumi) Vi Sy m2 QR ieicciviiiiiinisiacainn,  TL]RR. o AT EaNGIS
Bangunan . S— m2 VR wvssaivamuigie v 12.{Rp. Angks Bx angka 10
3 (2 S 11+ angha 12
14 Harga transaksi/Nilai pasar : Rp.
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
16. Nomor Sertifikasi :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA |
D. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya di isi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B13, 814 dan C 1> Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada C 2 RO een s
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 AW R
4, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% xangka3 L oz N ——

E  Jumlah Setoran berdasarkan -
a. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN®) Nomoar : Tempat :

C. Pengurangen dihitung sendin menjadi D:I% Berdasar Peraluran Bupati Nomor - ... ...

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka)

Rp.
{berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E
*) Coret yang tidak peru -
.............. Wi onlun, MENGETAHUL DITERIMA OLEH: Telah diverifikasi

WALIB PAJAK/IPENYETOR PPATINOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB [ DINAS PENDAPATAN PENGELOLA
v AN KEUANGAN & ASET DAERAH

Lampiran i 5



o ——

CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

Lampiran  : 1 (satu) Set
Hal ! Penyampaian SSPD-BPHTB untuk diteliti

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPPKAD)
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini §
Nama Wajib Pajak =

NPWP
Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan

sebagai berikut

NoP o Tt e O e N
Alamat B e e b e et e e e

Nagari/Jorong e

Kabupaten ¢ LIMA PULUH KOTA

Terlampir dokumen sebagai berikut

(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD-BPHTB disertai bukti
Peneriamaan Daerah (BPD) ™)

(2) Fotocopy SPPT atau STTS / struk ATM bukdi pembayaranb PBB/ Bukti Pembayaran PBB
lainnya Tahun..... *)

(3) Fotocopy Identitas Wajib Pajak berupa ...

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak =

(5) Fotocopy Identitas kuasa Waijib Pajak )

(6) Fotocopy Kartu NPWP

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan : et e e S S s e 2O L
*)  coret yang tidak periy Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
™) dalam hal dikuasakan

Setelah melakukan pemeriksaan dan
dengan ini kami menyatakan bahwa ;
- Data Objek Pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTE telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap.

penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak,

Fungsi Pelayanan
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CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunjan atas :

Nama Wajib Pajak

b OO O T BT T

Serta data Objek Pajak atas :

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan
sebagai berikut

vemacomseenacony - [ [ ] [T ] T (1] [T 1] CII11 O

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Lampiran 11l 7
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CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 2

Dengan hormat,
Obawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses pene!ihan SSPD-BPHTB, yaitu :

' Nama Wajib Pajak

< NPWP

3 Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :

Nomor Objek Pajak (NOP) D:l (:lj L_L_l:l L CET LT T

Letak Tanan/Bangunan
Nagari/ Desa

7. Jorong
Kecamatan

8. Kabupaten :LIMA PULUH KOTA
S=nghitungan NJOP PBB

Luas NJOP PBB / M*
URAIAN (Diisi luas tanah/Bangunan | (Diisi berdasarkan SPPT PBB thn Luas x NJOP PBB / M?
a dip terjadinya perolehan hak/ tahun...
Tanah (Bumi) 9 m2| 11 13| Rp.
Bangunan 10 m3| 12 14| Rp
NJOP PEB 15| Rp
S=moga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima Kasih

Fungsi Pengelolaan Data
& Informasi

Lampiran lll
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Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : ¢
BURATI LIMA PULUH KOTA
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[ Lampiran IV ]

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak
kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah
terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung
pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib
Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas
tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). PPAT berwenang dan
bertugas untuk:
- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN).

Lampiran iV 1



3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN). berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa kelengkapan dokumen Pengajuan pendaftaran hak atas
tanah; dan
- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Waijib Pajak menerima
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan,
Waijib  Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas
pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu
menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan

lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSp pph pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT),

Langkah 2
PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSp pph pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT

kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atay Bangunan,
PPAT mengarsip SSpD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan  hak atas tanah dengan
menyerahkan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan ssp
PPh pasal 4 (2) kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Lampiran v 2

AL MR ARARARY W A 4 ik



Langkah 4
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). menerima dokumen pengajuan
pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN). kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data
terkait objek pajak. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional lalu memperbaharui
database daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah 5
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional lalu
menyerahkan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta
Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT  menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani  Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang
telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTE Lembar 3

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN tember 3
( SSPD-BPHTB) Uk Kepaia
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAR Kantor BPN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN {SPOP PBB

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

petunjuk pengisian pada halaman belakang lembas ini tertebih dahuly

A 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP
3. Alamat Waijib Pajak :
4, Nagan uiiiic,
7. Kabupaten: LIMA PULUH KOTA
B 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : :
2. Letak Tanah atau Bangunan
3. Kelurahan/Nagari 4. RT/RWlorong : ... s
5. Kecamatan 3 6. Kabupaten : LIMA PULUH KOTA
Penghitungan NJOP PBB
. Luas NJOP PBBM2
Uraian { Diisi Laaa tan rgun (o SPT PSS Luas x NJOP PBBM2
Yang hakrya diperoieh) Latun 1eGacinys seralehan hakiTabun )
Tanah (Bumi) 7 F——— LI O e oo 11.|Rp, Aegha T angkas
Bangunan Bl asuiaiiime TORP- i 12.|Rp. 20943 &xangka 10
13,|Rp...... ’ . Angk 11+ angis 42
14 Harga transaksi/Nilai pasar: Rp

15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atay bangunan
16._Nomor Sertifikas; :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA | Re.
D. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya di isi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B13, Bt4 dan C
2. Nitai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilal pada C
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3

E  Jumlah Setoran berdasarkan -
a. Penghitungan Waijib Pajak
b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYARISKPDS

KURANG BAYAR TAMBAHAN") Nomor ; Tempat :

C. Pengurangan dihitung sendin merjadi D]% Berdasar Peraturan Bupati Nomor - .__

JUMLAH YANG DISETOR (dengan )
l R;. l

mmmmﬂmndle

dengan huruf)

*) Coret yang tidak periu

SECTDROSTINS |+ | KRR, MENGETAHUL: Teiah diverifikasi

WAJIB PAJAKPENYETOR PPATINOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLA
Tanggal.............. .. AN KEUANGAN & ASET DAERAH

Hanya di isi oleh
petugas DPPKAD
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Ditetapkan di : Sarilamak

Pada tanggal : 22 Febr e 300,
BU "'A'rf LIMA PULUH KOTA
|

{ALIS MARAJo««’
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piran V]

OSEDUR PELAPORAN BPHTB

GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang
ditunjuk/Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran
SPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang
dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang
t=iah diterbitkan. )

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran

SPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan
=5 daerah.

AK TERKAIT

Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak
melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank
vang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

- menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara

Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan
kas daerah; dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
Tenyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

Lampiran V' |
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pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD,

Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk:

- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran tunai;
menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas daerah;

- menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas
pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke
rekening penerimaan kas daerah;

- menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

- mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran;

- menyiapkan Register STS; dan

- mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Waijib
Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang
dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD
berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/
Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini
Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan bertugas untuk:
- menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
- Mmenerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
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- Mmenerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dari PPAT; dan
- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5 dan SSPD BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas
daerah.

Langkah 2

Berdasarkan $SPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan
Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan

atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas
daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara
Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan &
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Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam
Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan,

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri

dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan
juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara
Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta
Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4
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Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri

dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register
STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD
BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1
Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku

Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menyusun Laporan Realisasi PAD.
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA

PENG RA N 0] PP,

Diluar Tabel

Nama PPAT  : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh:
Octavianus, SH, atau Birgitta, SH.

Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja  : Daerah Kerja PPAT yg bersangkutan. Contoh: Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten : Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

Kolom 3 ! Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal
pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10 — 2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John

beralamat di JI. Raya Negara Tj Pati.No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000
ditulis; John (baris 1), JI. Raya Negara No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-

045.000 (baris selanjutnya).

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom
5).

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M

- Hak Guna Usaha =l

- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran
Utara

Ditulis:

M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian)

Lampiran V' §




Ditulis : 150.000.000

Kolom 14 dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya
pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau
bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Kolom 16 dan 17: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya
pembayaran BPHTB.

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan
keterangan.

a. Penub/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.
Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke
Kantor Badan Pertanahan Nasional. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran)
dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: - d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10 - 7 - 2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima
hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis : ayah - anak
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Kolom 8

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak yang
bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang
bersangkutan,

Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun

1960 — 1964
Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 — 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok II.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok I1.D ps.30

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut
kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan lantai dasar seluas 50
m” dan lantai satu seluas 25 m?,

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75,

+ Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta,

Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian
Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap
dilaporkan.

: Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74,021.002.040 — 0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan
dengan terbatasnya lebar kolom)

: Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP
pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000
Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan
yang ada diatasnya Tanah seluas 100m? dan bangunan 25 m? adalah sebagian
tanah atau seluas 50 m? dan keseluruhan bangunan seluas 25 m? Diketahui
NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m?) dan bangunan
adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m? : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m*  : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000
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[Lampiran VI]

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang
disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang
Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak
atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5
(lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang
hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD

Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat
Teguran.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang
Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB.

Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum
melunasi BPHTB terutang.
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2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB
- menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB
- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Penetapan STPD BPHTB
Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan
kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB
dicetak rangkap 2.

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

=
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Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/
Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima)
tahun semenjak dibayar oleh Waijib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata
kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang
dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu
5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang
yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut,
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Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

ngkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar
(rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar
Tambahan (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar
Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang
Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap
SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

ngkah

Waijib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
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- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat
ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

kah 2
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan
pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
Pendekatan persuasif, meliputi:
- Menghubungi wajib pajak melalui telepon
- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran
pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif kepada Waijib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih
terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran
pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Waiib Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.
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Langkah 8
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang

dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga
dihimbau untuk menetapkan peraturan Bupati mengenai prosedur penerbitan:

Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan
BPHTB oleh Wajib Pajak;

Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak;

Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketefapan BPHTB oleh
Wajib Pajak;
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STPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor
Tanggal Penerbitan

Tahun ;...

Jumlah Pajak yang terutang yang masih har

Letak Objek Pajak
Kabupaten : LIMA PULUH KOTA
Nagari/Jorong : ...

Alamat

NOP

Perincian Pajak yang terutang

! Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Rp.

Tahun's.vvonsinei

_ 2. Telah dibayar tanggal

Rp.

3. Pengurangan

Rp.

4. Jumliah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)

I. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan
sejak tanggal diterima

2 Apabila sctelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum

dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan

pencrbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang,

Rp.
5. Pajak yang Kurang bayar ( angka 1 - angka 4) Rp.
5. Denda administrasi 2% x 24 butan x Rps i (angka 5) Rp.
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1 Rp.
3. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7) Rp.
Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :
PERHATIAN Sanilimak; ...ccivviveeiomati i, 201...

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
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Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kepada Yth.
Nama R A A S N s v s
NO P sz

Alamat

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai
berikut :

NOP, No. Tanggal STPD
JenisPajak | Tahun Pajak BPHTB/SKPDB KURANG W Jumish
atuh Tempo Tungakan
BAYAR/SKPDB BAYAR Pibaymtn | ' Paivs (e}
TAMBAHAN (*) i e
(*) Corct yang tidak perlu JUMLAH
(dengan huruf) ;

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala
DaerahNomor............... Tahun.......... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka
diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam jangka waktu 21 (dua
puluh satu) hari setelah Tetapkan BPHTB.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
(DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL
SURAT TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN
DFENGAN PENERRBITAN SIIRAT PAKSA NIP.
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TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM.

By
v

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 22 Fefroars Z27/+
BUPATI LIMA PULUH KOTA

{au1s MARAJ0")
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[Lampiran VII]

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian
menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen
pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Bupati yang
berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah vyang
bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi
sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah
administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB
terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB
menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi

menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan
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- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat
Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola gatabase terkait objek pajak, dan
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri
dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan
BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi
Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB
kepada Wajib Pajak. '

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan
dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data
terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan
Data & Informasi.
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Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari
Database Objek Pajak.

Langkah 6
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data
terkait objek pajak.

Langkah 7
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang
telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga
dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau
kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB
(bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui)
kepada Wajib Pajak.
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Langkah 12

Waijib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai
dengan prosedur pembayaran BPHTB.
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Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal 1

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)

NOMOT: Surrsissnimimssagsniss

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanag dan Bangunan
atas:

Nama:
Nomor tanggal.......ooeviiicanns

a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan :

Nomor :...... 4
Tanggal :

b. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang.

1. Peraturan Kepala Daerah Nomor........ Tahun.........tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor............Tahun............ tentang pemberian

pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAG DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Mengabulkan  seluruhnya/mengabulkan  sebagian/menolak ~ permohonan
pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang
kepada wajib pajak.

Alamat wajib Pajak : ..ot s

Letak Objek Pajak
Tahun BPHTB
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Atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunanya dengan :
Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/ Dokumen
lainnya**) :
- Nomor
- Tanggal R ORI o R

Letak Objek § smeseetisi

Desa/Nagari SR

Kecamatan
Kabupaten : Lima Puluh Kota.

KEDUA . Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA,
maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
a. BPHTB Terutang
b. Besarnya Pengurangan (
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar

(sebesar...... )

KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kepu tusan ini
maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT . a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di : .......cisicnniiiiiion
Pada tanggal : ..iuisueeramismmasssans

Kepala Dinas P p Pengelolaan Ki dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Lima Puluh Kota

*) Coret yang tidak perlu
**} Diisi sesuai keperluan
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Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 2# /Zérumi' _EN .
BUPATI LIMA PULUH KOTA

/\

{a1s MARAJO~ -

TELAH DITELITI | [} 3l
BAGIAN HUKUM. || V'T

e

s
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